
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 90 TAHUN  2011

TENTANG

PENGELUARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

DAN YANG BERSIFAT WAJIB 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sragen dengan Bupati Sragen, maka untuk menjamin 
kelangsungan roda pemerintahan, perlu Peraturan 
Bupati Sragen yang mengatur tentang pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 untuk belanja yang bersifat mengikat 
dan yang bersifat wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sragen tentang Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang 
bersifat wajib.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan   
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali   diubah 
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  
Tahun  2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sragen Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 
2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK BELANJA YANG 
BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 1

Pengeluaran belanja terdiri dari belanja yang bersifat 
mengikat dan yang bersifat wajib.

Pasal 2

(1). Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, 
antara lain :



a. belanja pegawai (gaji, upah/honorarium tenaga 
kontrak)

b. belanja barang dan jasa (bahan bakar minyak, 
perjalanan dinas/lumpsum, uang transport, 
biaya rapat atau tamu).

(2). Belanja yang bersifat wajib adalah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat, antara lain :
a. Kesehatan (bahan kimia, obat-obatan, bahan 

makan pasien) di Rumah Sakit dan Puskesmas.
b. Kewajiban pada pihak ketiga (pajak kendaraan, 

telephon, listrik, PAM).
c. Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 3

Pengeluaran belanja diluar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan.

Pasal 4

Penyediaan dana untuk pengeluaran harus mengingat 
kemampuan dana yang ada di Kas Daerah.

Pasal 5

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
harus berdasarkan pada mekanisme dan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 
Januari 2012 sampai dengan tanggal ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen 
Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sragen. 

Ditetapkan di  Sragen
pada tanggal  27 Desember 2011

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di  Sragen
pada tanggal  27 Desember 2011

Plt.  Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
Asisten Administrasi Pembangunan

dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN  2011 NOMOR 90

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
      KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTORO, S.H., M.Hum.
           Pembina Tk. I
NIP 19660706 199203 1 010





PERATURAN BUPATI SRAGEN


NOMOR  90 TAHUN  2011 


TENTANG


PENGELUARAN  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT


DAN YANG BERSIFAT WAJIB 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SRAGEN,


Menimbang
:
a.
bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Sragen  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen, maka untuk menjamin kelangsungan roda pemerintahan, perlu Peraturan Bupati Sragen yang mengatur tentang pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.


Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);




2. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali   diubah terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



10.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



13.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;


16.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);


 17.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen  Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 1


Pengeluaran belanja terdiri dari belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.

Pasal 2

(1).
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, antara lain :



a.
belanja pegawai (gaji, upah/honorarium tenaga kontrak)



b.
belanja barang dan jasa (bahan bakar minyak, perjalanan dinas/lumpsum, uang transport, biaya rapat atau tamu).


(2).
Belanja yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain :


 
a.
Kesehatan (bahan kimia, obat-obatan, bahan makan pasien) di Rumah Sakit dan Puskesmas.



b.
Kewajiban pada pihak ketiga (pajak kendaraan, telephon, listrik, PAM).


c.
Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 3


Pengeluaran belanja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan.


Pasal 4


 Penyediaan dana untuk pengeluaran harus mengingat kemampuan dana yang ada di Kas Daerah.


Pasal 5


Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berdasarkan pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012  sampai dengan tanggal ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 


Ditetapkan di  Sragen


pada tanggal    27 Desember 2011

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di  Sragen

pada tanggal   27 Desember 2011

Plt.  Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

Asisten Administrasi Pembangunan


dan Kesejahteraan Rakyat,


ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN


TAHUN  2011  NOMOR 90

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


      KEPALA BAGIAN HUKUM
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JULI WANTORO, S.H., M.Hum.


           Pembina Tk. I


NIP 19660706 199203 1 010


SALINAN











